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BAB II 

KOORDINASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Pengertian Koordinasi dan Hubungan Kerja 

Istilah koordinasi berasal dari kata Inggris coordination. Kata coordinate 

terbentuk dari dua akar kata yaitu co dan ordinate yang mempunyai arti mengatur. 

Dengan demikian, dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. 

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan 

kata lain, koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja 

yang efektif.
6
 

 Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung 

tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan, bahwa hasil akhir dari komunikasi 

(hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan 

berdaya guna (efektif dan efisien). Begitu pentingnya koordinasi, dikatakan oleh 

Koontz dan O‟Donnell yang dikutip Manila bahwa coordination is the essence of 

managership. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan 

dari satuan-satuan (unit-unit) kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai 

                                                           
6
 Manila GK. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. Hal 42. 
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kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai 

tujuannya.
7
 

A. Pengertian Koordinasi  

Menurut Arifin Abdulrahman yang dikutip Manila, koordinasi adalah 

kegiatan untuk menertibkan segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan 

kegiatan satu dengan yang lainnya agar tidak simpang siur, tidak bertentangan, dan 

dapat ditujukan kepada titik arah pencapaian tujuan secara efisien. Menurut 

George R. Terry yang dikutip Manila berpendapat, bahwa koordinasi adalah 

pengerahan usaha-usaha yang teratur guna menciptakan jumlah, waktu dan arah 

pelaksanaan yang tepat, agar menghasilkan tindakan terpadu serta harmoni yang 

menuju ke arah sasaran yang telah ditetapkan.
8
 Sedangkan definisi menurut 

Mooney yang dikutip Jayanti adalah coordination as the achievement of orderly 

group efforts, and unity action is the pursuit of common purpose. (koordinasi 

sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur, dan kesatuan tindakan 

merupakan usaha pencapaian tujuan bersama).
9
 

                                                           
7
 Manila GK. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. Hal 42. 
8
 Manila GK. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. Hal 43. 
9
 Paulina Dwi Jayanti. “Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD 

dalam Pembuatan Peraturan Desa”, Jurnal Governance  (Volume I, Nomor 01, Tahun 2013, Prodi 

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Tanjungpura).  
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Koordinasi merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mencapai 

keselarasan aktivitas-aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut 

Handayaningrat yang dikutip Jayanti dibagi menjadi dua bagian yaitu:
10

 

1. Koordinasi intern, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung, 

dalam hal ini pemimpin wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh para bawahannya. Dengan demikian, dapat diketahui bawahan 

telah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan kebijaksanaan atau tugas 

pokok. 

2. Koordinasi fungsional, yaitu yang dilakukan secara horizontal. Ini 

disebabkan, karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat dilakukan 

sendiri tanpa bantuan unit lainnya.  

Di dalam koordinasi-koordinasi tersebut dapat dilakukan dalam dua bagian 

yaitu:
11

 

1. Koordinasi fungsional intern, yaitu unit-unit dalam organisasi diperlukan 

koordinasi secara horizontal, karena antara unit yang satu dengan yang 

lainnya mempunyai hubungan kerja secara fungsional. 

                                                           
10

 Paulina Dwi Jayanti. “Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD 

dalam Pembuatan Peraturan Desa”, Jurnal Governance  (Volume I, Nomor 01, Tahun 2013, Prodi 

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Tanjungpura). 
11

 Paulina Dwi Jayanti. “Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD 

dalam Pembuatan Peraturan Desa”, Jurnal Governance  (Volume I, Nomor 01, Tahun 2013, Prodi 

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Tanjungpura). 
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2. Koordinasi fungsional ekstern, yaitu koordinasi antara organisasi satu dengan 

yang lainnya, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan 

tugas tanpa bantuan dari organisasi lainnya. 

Koordinasi merupakan penyatuan dan penyelarasan semua kegiatan,  

menurut Athoillah yang dikutip Jayanti: Adanya koordinasi yang baik dapat 

menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau 

kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua 

bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah 

ditetapkan.
12

  

Koordinasi dalam manajemen sifatnya fundamental untuk memungkinkan 

tercapainya manajemen yang berhasil. Mengapa demikian, karena koordinasi 

tersebut bersangkutan secara harmonis. Pelaksanaan dan fungsi-fungsi organik 

dari manajemen tersebut, agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan 

memuaskan. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya „‟coordinating‟‟ 

itu sinonim dengan „‟managing‟‟. Dengan demikian, maka seorang „‟manajer‟‟ 

adalah juga seorang „‟koordinator‟‟. Sebab, dengan melaksanakan secara baik dari 

keempat fungsi organik manajemen tersebut, sebenarnya „‟coordinating‟‟ atau 
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 Paulina Dwi Jayanti. “Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD 

dalam Pembuatan Peraturan Desa”, Jurnal Governance  (Volume I, Nomor 01, Tahun 2013, Prodi 
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pengkoordinasian tersebut sudah mencapai sasarannya. Itu berarti, bahwa tujuan 

manajemen dapat dicapai secara efektif dan efisien.
13

  

Koordinasi dibutuhkan, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dan sumber-

sumber yang digunakan dapat secara efektif dan efisien. Koordinasi di dalam 

mencapai sinergisitas ini juga terdapat unsur komunikasi dalam mencapainya, hal 

ini dijelaskan oleh Handayaningrat yang dikutip Jayanti, yaitu:
14

 Hubungan kerja 

atau koordinasi adalah bentuk komunikasi administrasi yang membantu 

tercapainya  koordinasi. Oleh karena itu, hasil akhir daripada komunikasi 

(hubungan kerja) adalah organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna 

melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya. 

Selain pengertian koordinasi di atas, terdapat beberapa definisi koordinasi 

menurut para ahli: Menurut Pearce dan Robinson yang dikutip Jayanti, koordinasi 

adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu 

usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama.
15

 

Kebutuhan akan kegiatan koordinasi timbul apabila organisasinya 

bertambah besar, berkembang pesat, dan kegiatannya bertambah kompleks. 

Kompleksitas kegiatan tidak boleh sampai menimbulkan kekacauan kegiatan. 

                                                           
13

 Susila Martoyo. 1988. Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan. BPFE. Yogyakarta. 

hal137. 
14

 Paulina Dwi Jayanti. “Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD 

dalam Pembuatan Peraturan Desa”, Jurnal Governance  (Volume I, Nomor 01, Tahun 2013, Prodi 

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Tanjungpura). 
15

 Paulina Dwi Jayanti. “Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD 

dalam Pembuatan Peraturan Desa”, Jurnal Governance  (Volume I, Nomor 01, Tahun 2013, Prodi 

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Tanjungpura). 
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Semua itu dapat diarahkan ke satu tujuan tertentu, yakni tujuan organisasi sebagai 

keseluruhan. Di sini koordinasi memegang peranan yang penting.  

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kebutuhan koordinasi, antara 

lain: pertama, adanya pembagian tugas dalam organisasi (division of labor). 

Kedua, adanya jenjang dalam organisasi (vertical differentiation). Ketiga, adanya 

penggolongan unit-unit secara fungsional (functional differentitation). Keempat, 

adanya fungsi lini dan staf (line and staff function). Kelima, alokasi sumber dana 

dan daya yang terbatas (allocation of limited resourcer). Keenam, adanya 

kepribadian individu yang berbeda-beda (individual indifference).
16

   

Koordinasi disebut juga kerjasama, akan tetapi sebenarnya lebih dari pada 

sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. 

Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih 

untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama dapat terjadi tanpa 

koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya kerjasama. Untuk 

mencapai tujuan yang kolektif perlu dilakukan koordinasi yang baik, sehingga 

kerja sama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama dan di 

antara yang melakukan kerja sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 

Koordinasi dapat terjadi apabila ada dua atau lebih, orang atau intansi yang 

melakukan kerja sama, selain itu juga kordinasi tercipta karena pelaku kerja sama 

satu sama lainnya saling mempengaruhi. 

                                                           
16

 Syamsi, Ibnu. 1994. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 115. 
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Menurut G.R. Terry yang dikutip Ramadani, koordinasi adalah suatu usaha 

yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan 

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.  Melihat dari pedapat G.R. Terry di 

atas, dapat disimpulkan koordinasi dapat tercapai apabila adanya kerja sama yang 

singkron antara yang melakukan kerja sama. Sedangkan menurut Mc. Farland 

yang dikutip Ramadani, koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan 

mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan 

menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan 

pendapat G.R. Terry dan Mc. Farland yang dikutip Ramadani, dapat disimpulkan 

koordinasi terjadi, karena adanya kerja sama dan peran pemimpin dalam 

berinovasi.
17

 

B. Prinsip Koordinasi 

Menurut Mooney dan Reiley yang dikutip Manila, ada tiga hal yang dapat 

ditemukan dalam suatu koordinasi, yaitu adanya prinsip, proses, dan hasil. Dalam 

hal ini, yang dimaksud dengan prinsip, yaitu susunan yang teratur dari usaha 

kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. 

Penerapan prinsip kesatuan tindakan dilaksanakan melalui proses bertingkat secara 

hirarkhi bergerak dari atas ke bawah berdasarkan rantai kewenangan dalam 
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 Indrianto Roberto Ramadani, Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan 
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struktur organisasi. Adanya kewenangan yang merupakan kekuasaan untuk 

mengkoordinasikan.
 18

 

Menurut Dann Suganda yang dikutip Manila, dalam bukunya mengenai 

koordinasi, masalah-masalah yang dihadapi organisasi pemerintah dalam usaha 

mengkoordinasikan, yaitu:
 19

 

a. Kesalahan anggapan orang tentang organisasinya sendiri. Para anggotanya 

menganggap, bahwa instansinya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari 

instansi lain, sehingga sulit bagi mereka untuk merendahkan diri berada di 

bawah koordinasi yang sederajat. 

b. Anggapan orang yang keliru mengenai instansi induknya. Suatu instansi 

vertikal sering menganggap, bahwa organisasi induknya yang meminta 

loyalitasnya. 

c. Tidak memahami apa arti korrdinasi itu. Sementara orang berpendapat bahwa 

kewenangan koordinasi identik dengan kewenangan komando. 

d. Kesalahan pandangan mengenai kedudukan departemennya di pusat. Mereka 

memandang, bahwa fungsi dan tugas pokok tidak mempunyai kaitan dengan 

fungsi dan tugas pokok lainnya. 
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 Manila GK. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. Hal 43. 
19
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C. Ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut: 
20

 

a) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Karena itu, koordinasi 

adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan. Pimpinan yang 

berhasil mencerminkan koordinasi yang telah dilakukannya dengan baik. 

b) Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama. Hal ini disebabkan, karena kerja 

sama merupakan syarat mutlak untuk terselenggaranya koordinasi yang baik. 

c) Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (continuing process). Artinya 

suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan 

organisasi. 

d) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini karena koordinasi 

adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok bukan terhadap usaha 

individu. Dengan kata lain, konsep ini diterapkan pada sejumlah individu 

yang bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

e) Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti, bahwa 

pemimpin perlu mengatur usaha-usaha/tindakan dari setiap kegiatan individu, 

sehingga diperoleh adanya keserasian dalam mencapai tujuan bersama. 

f) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan 

usaha/tindakan yang meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, 

agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai satu kelompok dalam 

bekerja. 
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Berdasarkan arti dan ciri-cirinya, pada hakikatnya koordinasi diartikan 

sebagai berikut.
21

 Pertama, koordinasi adalah perwujudan dari kerja sama, saling 

membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab 

masing-masing. Hal ini disebabkan, karena setiap satuan (unit) kerja, dalam 

melaksanakan kegiatannya, tergantung pada bantuan dari satuan kerja yang lain. 

Jadi, adanya saling ketergantungan atau interpendensi ini yang mendorong 

diperlukannya kerja sama.  

Kedua, koordinasi adalah akibat logis dari adanya „‟prinsip pembagian 

habis sebuah tugas‟‟, di mana setiap satuan kerja hanya melaksanakan sebagian 

tugas pokok organisasi secara keseluruhan.  

Ketiga, koordinasi diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan 

kompleks, di mana bermacam-macam fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh 

bermacam-macam satuan kerja yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan 

(sinkron).  

Keempat, koordinasi akibat adanya „‟rentang kendali‟‟ (span of control), di 

mana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan 

beragam kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan, yang berada di 

bawah wewenang dan tanggung jawabnya.  
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Kelima, koordinasi diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk 

berdasarkan atas „‟prinsip jalur lini dan staf‟‟, karena organisasi semacam ini 

mempunyai kelemahan pokok, yaitu masalah koordinasi.  

Keenam, koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana 

komunikasi yang baik. Karena itu, komunikasi administrasi yang disebut 

hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya 

koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa koordinasi adalah hasil 

akhir dari hubungan kerja (komunikasi).  

Ketujuh, koordinasi dapat terwujud bila „‟prinsip fungsionalitas‟‟ dianut, di 

mana setiap satuan (unit) kerja hanya melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu 

organisasi. 

Sedangkan menurut Handayaningrat yang dikutip Jayanti, ciri-ciri dari 

koordinasi adalah sebagai berikut:
 22

 

(a) Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan 

(b)  Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama 

(c) Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process) 

(d)  Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur 
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(e) Konsep kesatuan tindakan 

(f)  Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. 

Sejalan dengan ciri-ciri diatas, diperlukan pula syarat-syarat dalam 

mencapai koordinasi ini, yaitu menurut Hasibuan yang dikutip Jayanti, 

mengatakan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam koordinasi adalah 

sebagai berikut:
23

 

(a) Perasaan untuk bekerjasama harus dilihat dari sudut begian-bagian bidang 

pekerjaan (bukan orang per orang). 

(b) Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara 

bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai 

kemajuan 

(c) Satu sama lain dalam setiap bagian harus menghargai 

(d) Bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah 

kegiatan menjadi bersemangat. 

D. Fungsi koordinasi 

I. Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen. Dengan kata lain, bahwa 

koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai fungsi organik, 

                                                           
23

 Paulina Dwi Jayanti. “Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD 

dalam Pembuatan Peraturan Desa”, Jurnal Governance  (Volume I, Nomor 01, Tahun 2013, Prodi 

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Tanjungpura). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

23 
 

pimpinan memiliki cirri khas bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik 

lainnya. Dikatakan khas karena fungsi koordinasi mencakup pula fungsi-

fungsi lainnya, seperti: perencanaan, staffing, motivasi, pengawasan, dan lain 

sebagainya. 

II. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme 

prosedur kerja dari berbagai macam komponen dalam organisasi. Kelancaran 

mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin. Hal itu ditujukan dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin 

perselisihan (friction) yang timbul antara komponen dalam organisasi yang 

sama dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja sama di antara 

komponen-komponen tersebut. 

III. Koordinasi merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari 

satuan kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan 

yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan 

dalam mencapai tujuannya. Lebih jelasnya, koordinasi mengandung makna 

adanya keterpaduan (integrasi) dan keserasian serta kesimultanan (sinkronasi) 

seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi. Hal ini sesuai dengan 

prinsip; koordinasi, integrasi, dan sinkronasi. 

IV. Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan 

hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor dominan, karena 

kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu ditentukan oleh 

kualitas usaha-usaha koordinasi yang dijalankan. Oleh karena itu, seorang 
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pemimpin dikatakan sebagai pimpinan yang berhasil, apabila ia dapat 

melakukan koordinasi dengan baik. Peningkatan kualitas koordinasi 

merupakan usaha yang perlu dilakukan terus-menerus, karena masalahnya 

bukan hanya masalah teknis semata-mata, tetapi juga tergantung dari sikap, 

tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas. 

V. Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan 

pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
24

 

Fungsi koordinasi menurut ketua LAN yang dikutip Jayanti adalah:
 25

 

a) koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi 

perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, dan 

pengawasan. 

b) Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme 

prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi 

c) Koordinasi adalah usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari 

satuan kerja unit organisasi 

                                                           
24

 Manila GK. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. Hal 47. 
25

 Paulina Dwi Jayanti. “Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD 

dalam Pembuatan Peraturan Desa”, Jurnal Governance  (Volume I, Nomor 01, Tahun 2013, Prodi 

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Tanjungpura). 
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d) Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan 

hidup suatu organisasi 

e) Koordinasi tetap mamainkan peranan yang penting dalam merumuskan 

pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab 

f) Pertumbuhan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi 

yang harus dilaksanakan organisasi yang bersangkutan 

g) Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari 

pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu perlu 

diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialisasi ini memainkan 

peranan yang lepas kaitannya dengan hal-hal yang umum dan lebih luas. 

2. Pengertian Sumber daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan terjemahan dari “human resources”, 

namun, ada ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan “manpower” 

(tenaga kerja). Bahkan, sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya 

manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Sumber daya 

manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, 

keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan 

karya). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi 

dalam mencapai tujuan. Seberapa besar majunya teknologi, perkembangan 
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informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM, maka sulit 

bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya.
26

 

 Werther dan Davis yang dikutip Sutrisno, menyatakan bahwa sumber 

daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan, bahwa dimensi pokok sisi 

sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok 

manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan 

menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.
27

 

 Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha yang dikutip 

Sutrisno, adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan, bukan saja nilai 

komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan 

energi tertinggi seperti: intelligence, creatifity dan imagination; tidak lagi semata-

mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan 

sebagainya.
28

 

Menurut Hasibuan yang dikutip Syarif, bahwa Sumber Daya Manusia 

adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. 

Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan 

prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. 

Sumber Daya Manusia atau man power di singkat SDM merupakan yang dimiliki 

                                                           
26
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27
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setiap manusia. SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. 

Kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM 

atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 

Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. 

Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar), sedangkan 

kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya 

Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).
29

 

Menurut Abdurrahmat Fathoni yang dikutip Syarif menyatakan, Sumber 

Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap 

kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan 

dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga, dan kemampuanya benar-

benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun 

bagi kepentingan individu.
30
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